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ABSTRACT

Background: The competency test for functional health positions is one of the efforts to
improve the quality of health services and ensure the competency of health workers in
Palembang City. However, the implementation of this competency test faces several
challenges, including the lack of a compiled competency dictionary and insufficient
information dissemination.

Objective: To analyze the implementation of the competency test for functional health
positions in Palembang City in 2023.

Method: This research uses a qualitative approach with 10 informants, consisting of 4 key
informants and 6 main informants. Data were collected through in-depth interviews and
analyzed using content analysis methods related to policy implementation.
Results: The implementation of the competency test for functional positions of health
workers in Palembang City in 2023 went well and in accordance with applicable
regulations. The implementation process included stages of socialization, data verification,
test execution, and certificate issuance. From the communication aspect, the transmission of
competency test information in Palembang City was carried out through socialization,
coordination, and technical guidance, although there were issues with competency
standards due to overlapping regulations. Pre-competency tests (pre-ukom) helped
participants, but excessive assistance could obscure the purpose of the competency test and
reduce participants' initiative. From the resource aspect, the competence and number of
human resources, as well as adequate facilities, supported the implementation of the
competency test. Support from the Head of the Health Office and additional incentives for
the testing team also played an important role. A clear bureaucratic structure with SOPs
available since 2023 helped ensure effective implementation.

Conclusion: The competency test policy organized by the South Sumatra Provincial Health
Office needs to be reviewed more carefully, especially in the pre-competency test process.
Support from organizers in the form of pre-competency tests must be balanced to ensure it
does not reduce participants' initiative and maintains the integrity of the competency test.
Obstacles such as information reception and overlapping regulations still exist. Further
efforts are needed to address these challenges in order to improve its effectiveness in the
future.

Keywords: Competency test, Functional Health Positions, Policy Implementation,
Competency Standards

References: 52 (2008 — 2024)
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ABSTRAK

Latar Belakang: Uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan merupakan salah satu
upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan kompetensi tenaga
kesehatan di Kota Palembang. Namun, pelaksanaan uji kompetensi ini menghadapi beberapa
kendala, termasuk belum tersusunnya kamus kompetensi dan kurangnya sosialisasi
informasi.

Tujuan : untuk menganalisis implementasi uji kompetensi jabatan fungsional tenaga
kesehatan di Kota Palembang tahun 2023.

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 10 informan, terdiri dari
4 informan kunci dan 6 informan utama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam
dan dianalisis menggunakan metode analisis konten (isi) yang berkaitan dengan
implementasi kebijakan.

Hasil Penelitian: Implementasi uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan di Kota
Palembang tahun 2023 berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Proses pelaksanaan mencakup tahapan sosialisasi, verifikasi data, pelaksanaan uji, dan
penerbitan sertifikat. Dari aspek komunikasi, Transmisi informasi uji kompetensi di Kota
Palembang dilakukan melalui sosialisasi, koordinasi, dan bimbingan teknis, meskipun
terdapat masalah dengan standar kompetensi akibat peraturan tumpang tindih. Pra uji
kompetensi (pra ukom) membantu peserta, tetapi bantuan berlebihan dapat mengaburkan
tujuan uji kompetensi dan mengurangi inisiatif peserta. Dari aspek sumber daya,
kompetensi dan jumlah sumber daya manusia, serta fasilitas yang memadai, mendukung
pelaksanaan uji kompetensi. Dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan dan pemberian insentif
tambahan bagi tim penguji juga berperan penting. Struktur birokrasi yang jelas dengan SOP
yang tersedia sejak 2023 membantu memastikan pelaksanaan yang efektif.

Kesimpulan: Kebijakan uji kompetensi yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan perlu dikaji lebih cermat khususnya dalam proses pra uji kompetensi.
Dukungan dari penyelenggara berupa pra uji kompetensi harus seimbang agar tidak
mengurangi inisiatif peserta dan tetap menjaga integritas uji kompetensi. Kendala seperti
penerimaan informasi dan tumpang tindih peraturan masih ada. Perlu upaya lebih lanjut
untuk mengatasi tantangan guna meningkatkan efektivitasnya di masa depan.

Kata Kunci : Uji kompetensi, Jabatan Fungsional Kesehatan, Implementasi Kebijakan,
Standar Kompetensi
Kepustakaan : 52 (2008 — 2024)
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau
merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam
Undang — Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam rangka
melakukan upaya kesehatan yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi maka perlu didukung dengan sumber daya kesehatan yang memadai
baik dari kualitas, kuantitas dan persebaran tenaga kesehatan tersebut (Kemenkes
RI, 2020). Sumber Daya Manusia yang kompeten dan professional merupakan
intellectual capital yang tidak ternilai harganya dan menjadi keunggulan yang
kompetitif dalam persaingan global (Efendi, 2019; Kasmawati, 2018). Kompeten
dan profesionalnya Sumber Daya Manusia adalah hasil dari upaya pengembangan
Sumber Daya Manusia yang konseptual, sistematis, konsisten, dan berkelanjutan
(Abdurrahman et al., 2022)

Transformasi sistem kesehatan 2021 — 2024 yang dicanangkan sejak tahun
2021 menyebutkan bahwa rencana transformasi kesehatan dilaksanakan melalui
program 6 pilar yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan,
transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan
kesehatan, transformasi SDM kesehatan serta transformasi teknologi kesehatan.
Untuk menjamin dan mendukung arah, kebijakan dan strategi dalam
meningkatkan pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standard
berupa Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembinaan dan
Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan
Pengawasan Tenaga Kesehatan (Kemenkes RI, 2020)

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, Pemerintah perlu
didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan professional. Tingkat
produktivitas dan kinerja organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia
didalamnya. Kinerja mempunyai hubungan kausal dengan kompetensi. Kinerja
dipengaruhi oleh kompetensi, sikap, dan tindakan. Kompetensi menggambarkan

pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman yang diperlukan untuk



melaksanakan suatu pekerjaan atau peran tertentu dengan efektif. (Kartika et al.,
2016)

Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar serta
nilai-nilai yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang terus
berkembang, dinamis, berkelanjutan, dan dapat dicapai kapan saja. Kompetensi
sebagai karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mengeluarkan
kinerja superior dalam pekerjaannya (Hastuti et al., 2023). Konsep kompetensi
sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Menurut organisasi Industri Psikologi
Amerika, gerakan kompetensi telah dimulai pada tahun 1960 dan awal 1970
kompetensi dapat memperdalam dan memperluas kemampuan Kkerja seseorang
(Ayu, 2008). Seseorang yang sudah sering melakukan suatu pekerjaan yang sama
maka semakin cepat dan terampil, seseorang tersebut dalam menyelesaikan
pekerjaannya. Semakin bermacam pekerjaan yang dilakukan seseorang maka
semakin kaya dan luas pengalaman kerjanya sehingga kinerjanya akan meningkat
juga (Muslimah, 2016).

Menurut Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014,
Kompetensi seorang Aparatur Sipil Negara merupakan kemampuan kerja setiap
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang
sangat diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya.. Jabatan fungsional
yang memiliki lingkup pekerjaan luas memerlukan penguasaan dan pengetahuan
teoretis standar di bidangnya. Selain itu, jabatan fungsional ini juga memerlukan
penugasan khusus berdasarkan tingkat keahlian di bidang tertentu maka perlunya
dilakukan uji kompetensi jabatan fungsional (Menpan RB , 2023). Pentingnya
kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara juga termuat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang
menyebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan
administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana adalah dengan memiliki
kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural dan
mengikuti standard kompetensi yang telah ditentukan.

Perkembangan jenis pekerjaan atau bidang profesi fungsional di masa depan

akan membutuhkan pemikiran tajam yang disesuaikan secara profesional dengan
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bidang kompetensi masing-masing, sehingga kemampuan pada setiap jenjang
jabatan fungsional dapat diukur dengan jelas maka perlu adanya uji kompetensi.
Berdasarkan Permenpan No 13 Tahun 2019, uji kompetensi adalah proses
pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/ata soial
kultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
Uji kompetensi ini dilakukan dengan kegiatan berupa penilaian kompetensi pada
aparatur sipil negara. Penilaian kompetensi ini bertujuan untuk membangun
aparatur sipil negara yang berintegritas, professional dan bersih dalam
menjalankan pemerintahan. Penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural,
yang selanjutnya disebut penilaian kompetensi, adalah proses membandingkan
kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan
yang disyaratkan, menggunakan metode Assessment Center atau metode penilaian
lainnya. (Badan Kepegawaian Negara, 2019)

Uji kompetensi yang dilakukan oleh organisasi profesi kesehatan dan uji
kompetensi jabatan fungsional memang memiliki tujuan yang berbeda. Menurut
UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Uji kompetensi dari organisasi profesi
kesehatan Dbertujuan untuk memastikan bahwa setiap profesional kesehatan
memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk praktek
profesional mereka, yang ditandai dengan pemberian Surat Tanda Registrasi
(STR) Sementara itu, uji kompetensi jabatan fungsional lebih berfokus pada
pengembangan Karir profesional kesehatan di instansi pemerintahan. Sertifikat
lulus dari uji kompetensi ini menjadi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan
fungsional ke level yang lebih tinggi. Ini penting untuk memastikan bahwa
individu yang naik jabatan memiliki kompetensi yang tepat dan dapat
menjalankan tanggung jawab baru mereka dengan efektif.

Penyelenggaran uji kompetensi bagi jabatan fungsional kesehatan ini diatur
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017. yang menyebutkan
bahwa uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan merupakan proses untuk
mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pejabat fungsional
kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat
kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi sehingga secara tidak langsung

peraturan ini mengharuskan semua pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai
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jabatan fungsional kesehatan harus mengikuti uji kompetensi. Namun pada
pelaksanaannya sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, jabatan fungsional
kesehatan yang baru dilaksanakan uji kompetensi nya hanya pada 6 jabatan
fungsional yaitu diantaranya adalah perawat, terapis gigi dan mulut, perekam
medis, radiographer, pembimbing kesehatan kerja dan teknisi elektromedik
sedangkan jabatan fungsional kesehatan lainnya baru mulai dilaksanakan uji
kompetensi mulai Juli tahun 2022 (Kemenkes, 2020)

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyelenggara uji
kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan Kota Palembang pada tahun 2023
telah mengusulkan sebanyak 1.512 tenaga kesehatan seluruh kota/kabupaten di
Provinsi Sumatera Selatan dan 99% diantaranya mendapatkan sertifikat.
Sedangkan sebanyak 214 orang tenaga kesehatan Kota Palembang di tahun 2023
yang mengusulkan permohonan untuk melaksanakan uji kompetensi dan Dinas
Kesehatan Kota Palembang dapat memfasilitasi sebanyak 214 orang tenaga
kesehatan untuk pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Dalam
pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan Kota Palembang, metode uji
kompetensi berbasis portofolio, tertulis dan wawancara sedangkan untuk uji
praktik tidak dilaksanakan.

Berdasarkan survey awal, dengan wawancara bersama penanggung jawab
uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan dan Kota Palembang ini setidaknya terdapat 2 hal yang menjadi
permasalahan penyelenggaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan.
Diantaranya belum tersusunnya kamus kompetensi yang diterbitkan oleh unit
pembina dari Kementerian Kesehatan yang semula materi uji kompetensi
menggunakan butir — butir kegiatan berdasarkan Permenpan namun dengan
terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 1 Tahun 2023
tentang Jabatan fungsional maka semua permenpan sebelumnya yang mengatur
tentang jabatan fungsional kesehatan dicabut dan tidak berlaku.

Permasalahan yang kedua adalah masih kurangnya sosialisasi dan informasi
terkait penyelenggaraan uji kompetensi untuk jabatan kesehatan di setiap
pemangku jabatan fungsional kesehatan yang ada di setiap fasilitas kesehatan.

Akibatnya, tingkat pengetahuan mereka terhadap uji kompetensi kurang baik,
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yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.
Pasien mungkin tidak menerima perawatan yang sesuai standar, yang dapat
mempengaruhi hasil kesehatan dan kepuasan mereka. Selain itu, ketidakjelasan
informasi  juga menyebabkan demotivasi di kalangan tenaga kesehatan,
mempengaruhi moral kerja dan produktivitas mereka. Sosialisasi yang seharusnya
ditujukan untuk semua pemegang jabatan fungsional secara umum masih belum
terlaksana dengan baik. Saat ini, sosialiasi hanya terbatas pada pemegang jabatan
fungsional yang berencana untuk naik jenjang atau pindah kategori.
1.2 Rumusan Masalah

Pemangku jabatan fungsional kesehatan merupakan bagian penting dalam
sistem pelayanan kesehatan, khsusunya bagi pelayanan publik. Kualitas pelayanan
kesehatan dapat dilihat melalui kapasitas sumber daya yang melayani masyarakat
sehingga perlu dilakukan uji kompetensi kepada tenaga kesehatan yang melayani
langsung masyarakat. Sedangkan pelaksanaan uji kompetensi bagi pejabat
fungsional kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18
Tahun 2017. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu
Bagaimana Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga
Kesehatan Kota Palembang Tahun 2023

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melakukan analisis implementasi
kebijakan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan Kota Palembang
Tahun 2023
1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan aspek implementasi kebijakan uji kompetensi jabatan
fungsional kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan

b. Untuk menganalisis aspek komunikasi meliputi transmisi, kejelasan,
konsistensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan uji kompetensi

jabatan fungsional tenaga kesehatan Kota Palembang
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c. Untuk menganalisis aspek sumber daya meliputi staf, informasi,
wewenang dan fasilitas yang mempengaruhi implementasi kebijakan uji
kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan Kota Palembang

d. Untuk menganalisis aspek Disposisi / Sikap meliputi pengaturan
birokrasi dan insentif yang mempengaruhi implementasi kebijakan uji
kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan Kota Palembang

e. Untuk menganalisis aspek Struktur Birokrasi meliputi SOP dan
fragmentasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan uji kompetensi

jabatan fungsional tenaga kesehatan Kota Palembang

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan
pengetahuan terkait kebijakan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional
kesehatan
1.4.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu pengetahuan dan bahan
referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis implementasi kebijakan
jabatan fungsional kesehatan
1.4.3 Bagi Institusi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi khususnya
mengenai implementasi kebijakan jabatan fungsional kesehatan sehingga dapat
menjadi acuan peningkatan implementasi kebijakan jabatan fungsional sesuai

amanah undang - undang
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